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TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AKAD RAHN, STUDI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG
PRAYA LOMBOK TENGAH

ABSTRAK

Manusia adalah mahluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa
berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling
bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang
pun yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat

kehidupan ini tentunya hg Soc gdefgan serangkain garls garis
hukum yang mampu @i€e i Mafhan yang timbul dalam

3 aan penerapan akad rah ah
Pegadaian Syariah Cabang P grigan Syariah,
‘ 111 2

lempunyai
diserahkan

ada orang yang plutang  untuk
telah diserahkan un elunasi hutang

Aitu suatu perjanjian
3 an hutang.Kata rahn
secara etimologi berarti “tetap”, ~berlangsung~ dan “menahan”.Maka, dari segi
bahasa rahn bisa diartikan segabai menahan suatu dengan tetap.Ar-Rahn adalah
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan ataspinjaman yang
diterimanya, rahn merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan
barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan,
hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Kata Kunci: Rahn, Gadai, Syariah, Jaminan



THE JURIDICIAL REVIEW OF APPLYING THE ‘RAHN AGREEMENT”,
STUDY AT THE SHARI’A POWNSHOP OF RENTENG MARKET
BRANCH,

PRAYA, CENTRAL LOMBOK

ABSTRACT

Humans are social creatures in life who always need to interact with one
another. Each individual is interdependent on one another in fulfilling their life.
No one can live perfectly without helping of others. The nature of human life who
always depend of each other, it arises the various problems in life including both
ritual and social aspects, these problems of life should be responded immediately

with a series of legal lines that are abl¢®o solve every problem which arises in
human life.
This study aim; @=dEtermine the f Islamic law on the
\ Uiy, O
D

implementation of the contract and, 2] to fin

with Shari’a, g5p

concerning
Efiethod applied in thi

method \ h the. method of the

‘ P
person gives the debtor the powe
given to pay the debt, if the debtor %
IS ca

0 in Islamic perspecti d Rahn, an agregigént to hold an
O as a debt. Rah ords etymologically pregss " "

item as collater® S "permanent”,

"ongoing" and " an be interpreted
as a permanent hold Rf-en Dorrower's assets as
collateral for loans : : ayable by making the
goods that have the value of a € view of syara "as collateral, so

that the person concerned may take the debt.
Keywords; Rahn, Shari’a Pawnshop, Collateral

This research employs normative and empirical methods with the statutory
and sociological approaches. The data of this study were analyzed using a
descriptive qualitativemethod, while conclusions were drawn deductively.

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia adalah mahluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi
antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama

lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat hidup

yang timbul dalam k\RdL“’nn W’IUS"

\\ 4

fga memerintahkan
umat supaya sali N geyraltekaya.a @hg yang miskin, yang
mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini berbentuk

pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.?

'Sazali Rais, Pegadaian Sayriah Konsep dan System Operasiona, Ul Press, Jakarta, 2006,
hal 3
2Journals.UMS.ac.id, 22 Oktober 2019, Pukul: 09.12



Tujuan mensejahterakan masyarakat inilah yang akan peneliti kaji dalam
penelitian ini. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan

menjadi prioritas utama.

Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan
legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat

manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (Pegadaian

Konvensional). /\
Dalam rangka gfewtjudkan pembangunan d dang di suatu negara,
pemerintah telal ;s i - meMuhi  kebutuhan dan

kan oleh Pemerintah I&

termasik} dalam sektor perbNJ ., nting dan

sanga TREk , SHate neg
N
ﬁan bu}l’u sesuatu Jia

Lalu timbul pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank. Secara
sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.*

jKamsir, Dasar-Dasar Perbankan cet 1(Sukanto: PT Raja Gra Findo Persada 2002) him.2
Ibid, him. 3



Perkembangan ekonomi di Indodesia pada saat ini telah menunjukan
peningkatan yang sangat pesat. Telah munculnya bisnis-bisnis produk dan jasa yang
ditawarkan oleh para pelaku bisnis. Mulai dari usaha besar, usaha menengah hingga
usaha kecil. Masyarakat pun kini mulai banyak yang telah memulai bisnis mereka
sendiri, walaupun mereka telah memiliki pekerjaan tetapi mereka tetap berbisnis
sebagai usaha sampingan mereka. Untuk memulai bisnis tersebut pasti mereka

memerlukan pendanaan awal dengan mogal sendiri maupun meminjam ke bank.’

menahan salah satu harta m eminja agai jaminan atas pinjaman yang

diterimanya rahn merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang
yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga

orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

® Ibid, himl.5



Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat
dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu
dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus
diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai

landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.®

dari

Deng

sebagdi @ afie
amanaf\ay %, ;i@%se

prosedur delamperawatan, maka pemili

&

uang ti

orang yang berhutang. Dengan demikian, ia tidak dapat membatalkan akad
pegadaian, melainkan atas kerelaan pemilik uang. Adapun pemilik uang, maka ia

memiliki wewenang sepenuhnya untuk membatalkan akad, karena pegadaian

® Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Alfabeta Bandung, 2011. him. 1
" Ibid, him 2



disyariatkan untuk menjamin haknya. Oleh karena itu, bila ia rela haknya terhutang

tanpa ada jaminan, maka tidak mengapa.®

Hukum ketiga: pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang
gadaian sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang
berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berhutang

sepenuhnya. Adapun pemilik uang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang

Selain itu, i

konvensional.

® Ibid, him 3
® Ibid, him 4



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pendangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan
penerapan akad rahn?
2.  Apakah penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Pasar

Renteng Sesuai Dengan g8¥ariah, khususnya Fatwa MUI Nomor

1.

4,

kﬂr diggwmelitian ini be
0

benerapan akad rahn/t/jq% \,%\Q\ *
25N

V,
k mengetahui pene%ﬁ”llm} rahn adaian S¥3
ar Renteng Sesuai Dengan Sy susnya Fatwa
SNMUI/I1/2002, T‘g rahn.

2. Manfaat

a. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini bagi mahasisiwa Fakultas Hukum
umumnya Universitas Muhammadiyah Mataram adalah untuk
mengembangkan teori dalam khasanah ilmu pengetahuan mengenai
rahn dalam Pegadaian Syariah dan sebagai syarat untuk menjadi

Serjana Hukum,



b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan bagi
pihak instansi untuk meningkatkan sistem rahn dalam Pegadaian
Syariah sebagai rujukan penerapan implementasi akad rahn.
c. Manfaat Akademis
Manfaat akademis yakni dapat memberikan sumbangsih bagi

pengembangan ilmu pengg an khususnya dalam bidang Hukum




D. TEORI PENELITIAN YANG RELEVAN

N NAMA JUDUL

O| PENELITI PENELITIAN KESIMPULAN

1 | Anatasya Peran Rahn Hasan | 1. I mplementasi rahn hasan di Pegadaian Syariah Cabang
NU_f _ dalam  Penguatan WPEQadaian Syariah Cabang s Gresiktelah berjalan dengan baik dan sesuai
EV|ta.sar| Nasabah Pegadaia Kebomas Gresik? osedur rahn yaitu rahindengan membawa marhun
5N1|3'}g'67421 Syariah CabapB f2. Peran Rahn Hasan D % mendatag@i kantor pegadaian syariah untukmendapatkan
Fakultas/pro Kebomas Penguatan Usa& sa ' pembiayadmag murtahin. Mengenai sasaran utama yang
di: Ekonomi Pegadaian an 4‘\‘) o 1) ituju-oleh g£ahn hasan yaitu untuk kalangan pelajar atau
dan Bisnis £ k‘\’z-,- ahasiswa,§ iIBurumah tangga, dan pengusaha kecil yang
Islam/Ekon A piaya telahseluruhnya terpenuhi. Namun
omi Syariah %, danya ketentuan yang tegasdalam mengatur
Universitas agkan kepada siapa batasan nasabah yangdapat
Islam an  rahn  hasan akan  memunculkan
Negeri an burukyaitu dengan semakin banyaknya
Sunan rahn hasan dari semuakalangan nasabah.
Ampel san terbukti berperan dalam penguatan usaha
Surabaya Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.
Fakultas eflgan pengajuan pembiayaan yang mudah, nasabah
Ekonom_l _ &t mengajukan rahn hasan saat ada keperluan tambahan
Dan  Bisnis modal mendadak untuk usahanya. Didukung pula dengan
Islam tanpa adanya tambahan biaya mu’nah membuat




Program pendapatan nasabah tidak akan berkurang banyak. Dari
Studi kedelapan nasabah menjelaskan bahwa modal yang
Ekonomi diterima  digunakan  semaksimal  mungkin  untuk
Syariah meningkatkan produktivitasnya, sehingga omset penjualan
SURABAY menjadi bertambah secara signifikan.

A

Figih Aulya | Analisis Kesesuaian Bdgathana persamaan dan p transaksi gadai, Rahn tasjily merupakan jaminan
Se:\pti Syariah Pada rbedaan antar  konsep entuk barang atas hutang, dengan kesepakatan
Nim: Pelesksanaan Aka jaminan Hukum Islam ang diserahkan kepada penerima jaminan
3234046000 Berdasarkan Positif? gya bukti sah kepemilikannya, sedangkan
Fakultas TasjilyFatwa . Bagaimana pen inan tersebut (marhun) tetap berada dalam
Syariah Dan Nor_nqr akad pada pr n pemz_;mfaatan pemberi jaminan (rahir!).
Hukum Mui/lii/2008 Syariah Cabang Pondok Aren, pembiayaan
Universitas | Nomor rahn taSjlly , ng menerggkan konsep rahn tasjily mensyaratkan bukti
Islam Mui/Iv/2014 syariah pondG %X “\\ dari kebdaraan bermotor sebagai barang
Negeri Pegadaian Syarfal ’4. Bagaimana g Meskipun akad yang didominan dalam
Syarif Cabang Pondo syariah pada pelakw dengan gadai tersebut adalah akad rahn,
Hidayatulla Aren Tengga akad rahn tasjil perjanjian gadai secara derivative melahirkan
h Jakarta Selatan minan tidak dapat dipisah keberadaannya dari

Pegadaian Syar?Cabang
Pondok / “Aren rdasarkan

a DSN-MUI?

utama dari pembiayaan ARRUM BPKB dan Amanah yang
member layann peminjaman dana menunjukan bahwa




10

adanya gadai menyebabkan munculnya hutang piutang.
Dalam kedua pembiayaan tersebut, Pegadaian Syariah
Pondok Aren memberikan pembiayaan berupa hutang
dalam bentuk uang.
. Pendapatan pegadaian syariah dalam gadai dengan
rahntasjily hanya berasal dari biaya mu’nah yang
d arkan oleh nasabah (rahin)sebagai konsekuensi dari

kontrak akad (perjanjian) pembiayaan
B dan pembiayaan Amanah di Pegadaian
Pondok Aren adalah akad gordh rahn, dan
gfsebut tidak sejalan dengan prinsip syariah
ahg adanya penggabungan trnsaksi hutang
transaksi  komersial (muawwadhat),
eperti sewa-menyewa. Pada hakikatnya, biaya
an dan penyimpanan (mu’nah) atas marhun
merupakan kewajiban rahnsebagai pemilik
. Kesesuain syariah pada pelaksanan pembiayaan
Jan akad rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cbang
dok Aren berdasarkan Fatwa Nomor 68/DSN-
MUI/111/2008 tentang rahn tasjily dan Fatwa Nomor
92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai
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rahn (Al-Tanmwil Al-Mautsug Bi Al-Rahn), telah
terpenuhi, yakni denganterlaksananya ketentuan-ketentuan
dalam kedua fatwa tersebut. Analisis kesesuaian syariah
merupakan upaya pegadaian bagi operasional lembaga
keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, sehingga
dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-

dewan syariah nasioanal —majelis ulama
ada tanggal 6 maret 2008 menyatakan bahwa

etentuan ang tercantum dalam Fatwa tersebut.
isamping , dengan ditetapkannya Fatwa Nomor
V/2014 tentang pembiayaan yang disertai

amwil  Al-Mautsug bi  Al-Rahn), maka
af produk-produk di Pegadaian Syariah juga
eflgacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI




12

Tri Pudji
Susilowati,
SH
Nim:B4B00
6244
Program
Studi
Magister
Kenotariata
n Program
Pascaserjan
a
Universitas
Doponogoro
Semarang

Pelaksanaan Gadai

Dengan
Syariah Di
Pegadaian
Semarang

Sisitem
Perim

1. Bagaimanakah pelaksanaan
gadai dengan sisitem syariah
di Perum
Semarang?

2. Bagaimgasal rli A
hukagai para piha
#dlam’ pelaksanaan gadai

ngan sisitem Syariah di
Perum Pegadaian Semar

3. Bagaimanakah |, pelaksana
eksekusi dari ga\tailldey

sisitem syarm

Pagadaian

pHarteT| e

- e 2
—
-
Tw ~ g
%. .‘,.-_//
Pt e, \

1. Gadai Syariah (Rahn) adalah produk jasa gadai yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, di ana nasabah
hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa
simpan dan pemeliharaan barang
jaminan (ijarah). Pelaksanaan gadai syariah merupakan
suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat

onvensional dalam pengenaan biaya.
ensional memungut biaya dalam bentuk
ersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain
ah biaya di Pegadaian Syariah yang tidak
tetapi berupa biaya penitipan,
penjagaan, dan penaksiran.

syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.
Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk
Jasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan
ghgelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu

:y at dalam penyaluran pinjaman. Perlindungan hukum
gagei para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat
dilihat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) Majelis Ulama (MUI) No.
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25/DSN/MUI/IN1/2002tentang Rahn(Gadai), yang disahkan
pada tanggal 26 Juni2002, yang antara lain mengatur hal-
hal sebagai berikut:
Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan
\Vaghun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan
dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik

itu sekedar pengganti biaya
annya; Apabila jatuh tempo, Murtahin harus
untuk segera melunasi utangnya. Apabila
elunasi utangnya, maka Marhun dijual
ain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian
dengan Syariah Islam, seperti : akad tidak
asik/bathil, pinjaman merupakan hak yang
kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan
alinkan tersebut, Marhun bisa dijual dan nilainya
pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya,milik
ahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa

materi maupun manfaatnya. Lembaga gadai
( m diatur dalam suatu peraturanperundangan-undangan
3 AUsus di Indonesia, secara yuridisdasar dari pelaksanaan
fadai syariah di Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah
No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan
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Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)
Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang
dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pratek gadai sesuai
ah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn
(Gad Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang
jaminaryBa, dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan
upaya terang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian

da nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan
ampai batas waktu yang telah ditetapkan
In) masih tidak dapat melunasi uang
n bih), maka akan dilakukan proses
aflai atau jaminan (marhun). Lelang dilakukan

\\\\ \llb

\§\~‘, “W
N -

ususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

Ratna Tinjauan  Yuridi
Solatiah Pelaksanaan Akad
Rahn di Pegadaian

1. Gadai ad enyerah benda berharga dari seseorang kepada
b, Bagaimana %dangan orang ldipsebagai penguat atau tanggungan dalam hutang
um Islam = terhadap piutang #Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda
Syariah Cabang aks borg ini akan diambil kembali setelah hutangnya
Pasar Renteng rahn? terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan
Praya Lombok | 2. Apakah penerapan akad rahn hutang belum dibayar,makaborg digunakan sebagai ganti yaitu

AN CI1CLa4dT dKad( €0d0d
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Tengah

di Pegadaian Syariah Cabang
Pasar Renteng sesuai dengan
Prinsip Syariah k
Fatwa
25/DS

dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan
dikembalikan kepada orang yang berhutang. Sebagian Ulama
Hanafiyah memperbolenkan barang agunan dimanfaatkan
apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada
alangan  bagi pemegang  barang  agunan  untuk

faatkannya. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah
lai

: \‘ Malikiyah dan Ulama Syafiiyah berpendapat

sekalipun®gemilik barang agunan itu mengizinkan karena jika

ekonomi nyata. Tetapi kita sebagai muslim
all syariat Islam dalam bertransaksi gadai

pengertian rahn yang tercantum dalam Fatwa
5/DSNMUI/111/2002, tentang rahn maka akad
2nahan barang sebagai jaminan atas hutangnya,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Yang

menciptakan rasa aman dan kepercayaan seseorang yang
memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang
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jaminan tersebut akan diserahkan oleh murtahin dan bisa
diambil sampai rahin bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh
tempo pengembalian uang, akan tetapi rahin tidak bisa melunasi
hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual
aksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang mana hasil
Wualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya
an dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
gappun kelebihan hasil penjualan menjadi milik
angan menjadi kewajiban rahin.




BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umun Tentang Gadai Syariah (Rahn)
1. Sejarah Pegadaian Secara Umum
Berdasarkan catatan sejarah yang ada Lembaga Pegadaian dikenal

di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan dengan Gubernur

&\\‘.ﬂﬁ%

§pakan sarana aIteR& | 4» &n J ma serta

Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan
penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap
lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha
yang dimaksud, cukup menguntungan pihak pemerintah, sehingga

didirikanlah Pilot Project di Sukabumi. Setelah proyek ini dinyatakan

19 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 9-10
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berhasil, maka dikeluarkan Staatsblad Nomor 131padatanggal 1 April
1901, sebagai dasar hukum pendirian Pegadaian Negeri pertama di
Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari
lahirnya Pegadaian di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pegadaian Negeri tersebut

semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintah Hindia-Belanda

m
\'-;’/"/Q\\\

W\&njalan

meningkatkan k@utraan masyarakat tefugé
al, kebawah melalui penyediaan dana atag” dé

keungan lainnya berdasarkan
Selaku:

2) Menghindarkan s
wajar lainnya.

ap, riba, dan pinjaman tidak

Berdasarkan hal diatas, Lembaga Pegadaian yang dimaksudkan sebagai
suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat
memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang yang dimaksud, lebih
mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah

didapat pula. Hal ini, membuat Lembaga Pegadaian diminati oleh banyak orang
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dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, Lembaga Pegadaian secara relatif
mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kelebihan

yang di maksud, di antaranya:

1) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang
pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur
pencairannya tidak berbelit-belit

2) Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan
pinjamannya sangat sederhana.

3) Tidak adanya ketentuan darjmpihak pegadaian mengenai peruntukan

i gn dari kemauan
i gadai berdasarkan
prinsip syariah dan kebijaka pengembangan praktik ekonomi
dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan Prinsip Hukum Islam. Hal
yang dimaksud, didasarkan oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam

diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai

aspeknya termasuk Pegadaian Syariah. Selain itu, semakin populernya praktek

1 Ibid, him.12-14
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bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk

dikembangkan.

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah mengeluarkan Peraturan
Perundang-Undangan untuk melegitimasi secara Hukum Positif pelaksanaan
praktik bisnis sesusai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu,

pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan Peraturan Perundang-

hukum positif. Berdas

asarkan Undang-UndaRgNtersebut maka
Q$ Agya, muncul
*\

m Pegadaian

Besarnya permintaan warga masyan?adap jasa Fe
af\ lembaga-lembaga keuang‘la juga meliri
%takan agak tertingga

lembaga keudh@e ari i . alamr=ehsklirsus ekonomi Islam,

epada sektor

sekian banyak

pegadaian juga merupakansatafi Satu pra ansaksi sosial dan keuangan yang
pernah diperaktikkan di masa Nabi Muhaamad SAW yang amat menjanjikan

mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Usaha Lembaga Keuangan Syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank

Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan

21hid, him 15-18
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syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja
sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagain kontributor sisitem
gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya.
Aliansi kedua pihak yang dimaksud, melahirkan unit Layanan Gadai Syariah
(kini, Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai
syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah

Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka Unit Usaha

Syariah (UUS).

Berda embaga Syariah mulai

perubahan status pegadaian,
egadaian. Bank Muamalat dalf
gahdeng Perum Pegadaian. Bent Wa Bank MbaMalat dengan
ontrib “alam sistenf #gadainya,

] //L g y

u
P

o)

ntfa &M@end*bagai sala

salah satu, langRahNaliansinya telah

riah: ‘Lain

alfah SAW, ditanya
sekedar untuk menutup biaya a, Rasulallah mengizinkan bagi
penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk
menutup biaya pemeliharaan.Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian
dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn

ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.
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Pengertian gadai atau rahn seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan
sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang
diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti, barang yang dititipkan pada si peminjam
uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam QS Al-Bagarah (2)
ayat 283

A dm,a_m\wj\dﬂn ;}mmes‘mw\uuuwwﬁms \;mgj}u‘;;ﬁsu\,.
YAY ale :Mmm\,mﬁ\cmmwﬁ@uﬂsyj

B. Ruang LMdkup Gadai Syariah (Ra

A §adai Syariah @1)
Dala 00, Tveq alah dikepal dengan kg oL

yaitu gadai menyimpan suatu barang sebagar tanggungan utang. Ar-rahn (gadai)

1. Pengertid

paman yang disebut rahn,

menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yang penetapan dan penahanan. Dan
ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping

itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.™

Adrian Sutedi, Op.Cit, him 14
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Menurut Zainudin dan Jamhari, gadai adalah menyerah benda berharga
dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang
piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan
diambil kembali setelah hutangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah
ditentukan telah tiba dan hutang belum dibayar, maka borg digunakan sebagai
ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan

dikembalikan kepada orang yang berhutang.**

Dalam Figh Sunnah, menu% ahn adalah

seperti Yuda dinamai aI-habsmnya penahan. Seperti #ikatan: Ni'matun
Rahinah, artiaye
seseorang ing
berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya

(pemberian pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.™

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong

menolong juga menarik keuntungan.Sedangkan gadai dalam Hukum Perdata,

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). him 105
' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek ,Jakarta. Gema Insani Press.
2001. him.128
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disamping prinsip-prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui
sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam
tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi rahn ( gadai
syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman
yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai
untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang

jaminan/agunan).*®

’

‘rahn” berarti

apgbjla suatu itu terus me erug&h
S

N

A ) ;

Ulama madzhab yaf iba e}eﬁ n ale

smenjadikan materi fbarang) agaj an huta

lijadikan pembayar hutang apabil 3

gembayar hutangnya ”. J

elajn pengertian ga(‘ahn) Zainuddin Ali leb

pengertian gagai

engungkapkan

rahn) yang diberikan.oleh para Ahlif ukum Islam sebagai

berikut;

18 Ibid, him. 128
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1) Ulama Sayafi’i mendefinisikan sebagai berikut:
Rahn adalah menjadikan suatau barang yang bisa dijual sebagai jaminan
hutang dipenuhi dari harganya, bila yg berhutang tidak sanggup membayar
hutangnya.*’

2) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk

dipenuhi dari harganya, bila yafig berharga tidak sanggup membayar
hutangnya.*®

3) Ulama Majé endefinisikan sebagau berikut:

4)

5)

Gadai syariah (rah arta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang/pinjaman (marhun
bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (martahin)

7 1bid, him. 199
81bid, him.120
bid, him. 131
D1bid, him.131
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memperoleh jaminan hutang dapat mengambil kembali seluruh atau
sebagian piutangnya.?

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para Ahli Hukum
Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan berat jaminan
yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman
yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga

pihak yang menahan (murtahin) meggperoleh jaminan untuk mengambil kembali

pungsi dari akad perjaffiaisg eifEm dengan baik dan meminjam

uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik dan/atau jaminan
keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada perinsipnya merupakan

suatu kegiatan hutang piutang yang murni berfungsi sosial, disebutdalam buku

Zbid, him. 132
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figh mu’amalah akad ini merupakan akad tabarru’ atau akad yang tidak

mewajibkan imbalan.??

2. Rukun Gadai
a. Aqid (orang yang berakad)

Akad adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua)

arah, yaitu: (a) rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b)

“\ﬁn'@mm

flanya diadakan akad rahn.?®

memenuhi ru

(1) Ar-rahin (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang

digadaikan.?*

(2) Al-murtahin (yang menerima gadai)

#1pid, hal 14

2% Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Madzahib, him. 296

2% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia
Yogyakarta , 2003, him. 160
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Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin  untuk
mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).?

(3) Al-marhun/rahn (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam
mendapatakan hutang.?®

(4) Al-marhun bih (hutang)

Sejumlah dana yang dibepfisdg murtahin kepada rahin atas dasar

klkan transaksi

3.

tentu dan

an hartanya

utang belum

njang satu bulan

endukung kelancaran akad

maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta

supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

*1bid, him. 161
*°Ibid, him. 162
*"Ibid, him. 163

21bid, him. 164
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2. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum
Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai
pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan
hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu
melakukan akad. Menurut sebagian pengikut Ulama Abu Hanifah

membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melekukan akad karena

dapat membedakan yang dan buruk.Syarat orang yang

menggadaikan (3 n) dan orang yang“™aeRerima gadai adalah cakap

kacamata hukum.Lain h8

as ulama, orang yang ma«Iam katagori IR

al»

dengan menurut

pengertian bahwa: (a) hutang
adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak
yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan,
jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung

jumlahnya.
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4. Marhun
Marhun adalah harta yang dipegang murtahin (penerima gadai)
atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para Ulama menyepakati bahwa
syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada
barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:
a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut

ketentuan syariat Islam; sepaliknya agunan yang tidak bernilai dan
tidak dapat dimanfaatkap#tq

lain, baik sebagian ad /
} Agunan itu harus haftazyang ufe

E N N ) y 1 ;
Mikaan pe 80 ag
i . 4 :
c )L m i
G alah sejalan dengan keténtuan embolehkan

abpun manfaatnya.”

4. Hak Dan ajiban Penerima Dan Pemberi Gad
a. Hak dan 2

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan

harta benda gadai(marhun) dapat digunakan untuk melunasi

pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

2% Zainuddin Ali, Op.Cit, him 21-23
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2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai
(marhun).

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai
berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi

gadai (nasabah/rahin).

Berdasarkan hak-hak pgfhésima gadal dimaksud, muncul kewajiban

a gadai bertanggung jawab , gtau merosotnya

flarta benda gadai bila hal itu

: M?/%engg
W"&?’Z

n oleh kelal3

aqnya.

) Penerima gadai tidakyh %
S
kepentingan prib\\' e N “
= {x 2
Penerima.gadai 2&;&,7' &mb kan kepafia
yadai sebelum dladalg pm @da gadai

Dan Kewajiban Pembem' hin)

beri gadai (rahin%ak mendapat pengenaba

barang gaQ&i untuk

pemberi

an harta benda

2) Pemberi gadai be rugi atau kerusakan dan/atau
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh
kelalaian penerima gadai.

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda

gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
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4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila
penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda
gadaiannya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul
kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah

diterimanya dalam tenggafig\waktu yang telah ditentukan, termasuk

JR
biaya-biaya y€pe |tentukan|. gadai.
2 m berkewajiban merelakan™peg®e

lah ditentuka

an harta benda

glainya, bila jangka waktu emberi gadai

telah dapat melunasi wg‘dmy/ann

AN
S

marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (murtahin). Dasar

hukum yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai
berikut.

Pertama, hadis Nabi Muhammad SAW.Sebagai berikut.

lbid, him. 40
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Yang artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulallah
saw. Bersabda: Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditungangi
atau dinaiki.

Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya:

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad saw. Bersabda: Gadai itu tidak
menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya
kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya
(kerusakan dan biaya). (HR. Al-Bukhari)

b. Ulama Malikiyah

Ulama gperti  yang dikutip oleh

ag_harta benda gadai

ihak murtahin fens ') A
gataian diperuntukan a

3) 8 waktu mengambil manfa Al
antukan, apabila tidak d|te 3
al\, Pendapat dlatas b hadls Rasulallalf

diperah§slisuA Darl Umar bahwasanyz ah SAW bersabda:
Hewan core f-. susunya tanpa izin

pemiliknya. (HR AlBekiar)™
6. Sifat-sifat Gadai
a. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat gadai, namun

demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH

% 1bid, him. 41
%2 |bid, him .43
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Perdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak
revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang
atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak
gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari
hak kebendaan. Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati
suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda

gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati,

gAgan mengambil, penggantian dari

n pokoknya,
bahwa
tang, dan
yat MeMmpa gempunyai
2y o 5 NS
aQg. Jadi hak gadai mer#l ‘\& mbah if yeng ada dan
a tergantung dari ada dan tiw yang merupakan perjanjian
pokoknya. Dengan demikian»g dai akan hapus jika pefjafljian pokoknya
hapus. B8ga 3

berpindah
dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan

yang berdiri sendiri melainkan accesoir terhadap perjanjian pokoknya.*

**purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Undip, 2003. him. 13
%*pyrwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas
Hukum Undip, 2005, him. 14
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c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi
4) Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya
sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda
gadai. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai
untuk kepentingan pribadinya.

5) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi

gadai sebelum diadakangdglelangan harta pada gadai.
c. Hak Dan Key eri Gadaitxghi
dai (rahin) berhak mendapa

engembalian harta
utangnya.

a gadai. diketahui . “menyalahguriean harta benda
gadaia
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul
kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,

termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.



36

2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda
gadainya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi
gadai telah dapat melunasi uang pinjamannya.®

7. Manfaat Barang Gadai
Para Ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan

barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1.Pendapat Ulama Syafi’iyg

el Joenda gadai (marhun) ada‘ i I (re walaupun

arhun itu berada dibawa Kﬂ'

. Dasar
S
sebagai
2% :
o
S T\
a, hadis Nabi Muhampfiad q& .Sebag 3
Yang artinya: Dari Abu HWerkata bahwasaflya Rasulallah
amMtu dapat air susunya

saw. Bersabda: Barang j flan ditungangi
atay dinaiki. i

pilduhammad SAW. Yang arti

Kedua, had

Dari Abu HurdirahsiadT M hammead®Saw. Bersabda: Gadai itu tidak
menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya
kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya
(kerusakan dan biaya). (HR. Al-Bukhari)

2. Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh

Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai

®1bid, him. 40
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(murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas
izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:*®

3. Hutang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal
itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh,
kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai
dengan hutangnya maka hal itu diperbolehkan.

4. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat harta benda dari
gadaian diperuntukan pada dirinya.

5. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus
ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi
batal. Pendapat diatas, bg
berikut. Yang giimye
Rasullah sa

frairah ra. Berkata, bahwasanya
an itu dapat ditunggangi

= ewan seseorang tidak. dapa b diperas susunya
gizin pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)*’

Telah diriwayatkan
mengamarkan %

dullah  bi b
dari Sya’@ijfdari Abu
ya “beliad fpoersabda:

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari
seseorang Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh
Nabi Muhammad SAW. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang
biasanya bertaransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada

seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi

% 1bid, him. 41
37 Ibid, him .43
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Muhammad SAW, yang tidak mau memberberatkan para sahabat
yang biasanya enggan menggambil ganti ataupun harga yang
diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

2) Fatwa Dawan Syariah Nasional
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN
MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di

antaranya dikemukakan 4888agai berikut.Fatwa Dewan Syaruiah

1bid, him.8
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan
empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas
hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sitem

hukum.

Pendekatan egipfris, yaitu merupakan suatu “g8mdekatan yang dilakukan

dilapangan, yang berkaitan'd AN Y%ang diangkat

\\\\4

1\ \.J

), dilakukan

2. Pendekatan Sosiologi (Cosiologi Approsch)

Pendekatan dengaan jalan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi

oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

%% Sudikno Mertokosumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, him 29



40

3. Pendekatan Konseptual
Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada doktrin yang
dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika
menyelesaikan isu hukum yang terdapat di dalam Pegadaian Syariah
Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis hukum y@Rg dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Hukum Primer, yaitu data y. oleh secara langg

p€rtama dan utama, yakrire “hr %da
"VJ;

%,
genelitian lapangan. \Q‘ Al B

» ﬂ.//d A=
) ' ‘ »-_ , \
D,

g dari sumber

melalui

an yang dittegd]

. hukum yang digunakan da

ag-Undang No( 21 Tahun 2008 tenta
ndang- Undang Nomor 2 Tahun 200§

2) Yahir: 0 gl 1990 Tentang Pengalihan
Betuk Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero).

4) Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor
25/DSNMUI/111/2002, tentang Rahn.

5) Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor
26/DSNMUI/111/2002, tentang Rahn Emas
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6) Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor
09/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan ljarah.

7) Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor
10/DSNMUI/1V/2000 tentang Wakalah

8) Fatwa Dewan Syaruiah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor
43/DSNMUI/V111/2004 tentang Ganti Rugi.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

1) Kamus hukum

spek terpenting dalam penelitian yang be kualitatif adalah

diusahakag! s€banyak mungkin data yang WOleh Untuk Rgénperoleh data
yang\g€rhubungan dengan permas h akal i dipandang pprl adanya

orman, disertai dengan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yangakan dijawab oleh
responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan

lain yang relevan.
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E. Analisa Bahan Hukum/Data
Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah
terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik
itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun

aturan hukum.

Bahan hukum yang diperolen kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu

analisis yang dilakukan dengan memahgfi dam merangkai data yang telah diperoleh

dan disusun sistematis, ke [MRan kesimpulan yang diambil




